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PENDAHULUAN
1.1.LatarBelakang Penelitian
Pengembangan kegiatan penanaman modal tidak saja ditujukan untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, melainkan juga diarahkan untuk dapat menjawab tantangan persoalan-persoalan mendasar, seperti pengembangan sektor strategis dan komoditas unggulan, reindustrialisasi, pemerataan penanaman modal, serta penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Untuk menciptakan realisasi investasi yang berkesinambungan diperlukan sebuah iklim investasi yang kondusif. Iklim investasi yang kondusif dalam perekonomian merupakan harapan bagi masyarakat, investor, pelaku usaha dan pemerintah.
Penciptaan iklim investasi yang kondusif tidak hanya berdasarkan faktor ekonomi saja seperti suku bunga, inflasi, Pendapatan Domestik Bruto (PDB), upah minimum, dan nilai tukar. Namun faktor-faktor non-ekonomi lainnya juga sangat berpengaruh, seperti masalah perizinan usaha, kestabilan politik, penegakkan hukum, masalah pertanahan untuk lahan usaha, tingkat kriminalitas dalam masyarakat, demonstrasi buruh, komitmen pemerintahan, komitmen perbankan, perpajakan, dan infrastruktur. Laporan Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED) tahun 2007 yang dihasilkan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) tentang indikator-indikator iklim investasi berdasarkan persepsi pelaku usaha di kabupaten dan kota dari 15 provinsi Indonesia menyimpulkan bahwa ada sembilan indikator iklim investasi yang mempengaruhi investasi di Indonesia, yaitu akses lahan usaha dan kepastian usaha, perizinan usaha, interaksi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha, program pengembangan usaha swasta, kapasitas dan integritas Kepala Daerah, pajak daerah, retribusi daerah dan biaya transaksi lain, kebijakan infrastruktur daerah, keamanan dan penyelesaian konflik, dan kualitas peraturan daerah. 
Upaya pemerintah dalam mewujudkan peningkatan investasi terbukti dari terbentuknya MP3EI (Master plan Percepatan dan PerluasanPembangunan Ekonomi Indonesia).Adapun koridor yang ditargetkan melalui MP3EI adalah: 

1. Koridor Jawa sebagai pendorong industri dan jasa nasional

2. Koridor Sumatera sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energy

3. Koridor Kalimantan sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi.

4. Koridor Bali dan Nusa Tenggara sebagai pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional

5. Koridor Sulawesi sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan serta pertambangan nikel nasional

6. Koridor Papua dan Maluku sebagai pusat pengembangan pangan, perikanan, energi, dan pertambangan nasional.
Pada saat ini pertumbuhan disektorinvestasi tak lepas dari pesatnya perkembangan ekonomi dan teknologi, yang berdampak pada semakin ketatnya persaingan didunia investasi, hal tersebut menyebabkan tidak ada lagi batas dan hambatan antar negara dalam melakukan transaksi investasi internasional. Dengan adanya keterkaitan Indonesia dengan perjanjian  international seperti WTO mendorong industri (investasi)untuk meningkatkan daya saingnya yang ditentukan oleh kemampuannya menghasilkan produk yang unggul dalam mutu, harga lebih murah, dan distribusi yang lebih baik.
Akibat kondisi seperti ini,investasi di Indonesia dituntut agar mutu pelayanan jasa yang disediakan harus memenuhi standar,sehingga dapat meningkatkan daya saing investasi,karena itu diperlukan adanya jasa layanan Pembangunan bidang promosi dan penanaman modal daerah pada hakekatnya adalah pembangunan di bidang ekonomi, yang fokus sasarannya adalah peningkatan investasi dan penciptaan iklim usaha yang kondusif dengan sasaran : 

1. 
Meningkatnya jumlah kebijakan investasi.

2. 
Meningkatnya kepastian dan ketepatan pelayanan dan perizinan.

3. 
Meningkatnya peluang investasi di Jawa Barat. 

Pelaksanaan otonomi daerah pasca diberlakukannya Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2015 berimplikasi positif bagi daerah dalam melakukan pembangunan di segala bidang termasuk kegiatan penanaman modal. Demikian juga sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota disebutkan bahwa urusan penanaman modal termasuk urusan wajib yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
Jasa layanan yang disediakan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat sangat diperlukan oleh investor untuk meningkatkan kapabilitas teknologinya dimana BPMPT Provinsi Jawa Barat mempunyai peran yang strategis serta ingin mewujudkan Visi Jawa Barat tercapainya masyarakat Jawa Barat yang mandiri, dinamis, dan sejahtra, dari  visi tersebut diharapkan dapat mewujudkan sumber daya manusia jabar yang produktif dan berdaya saing meningkatkan pembangunan ekonomi regional berbasis potensi lokal, meningkatkan kesediaan dan kualitas infrastruktur wilayah, meningkatkan efektifitas pemerintah daerah dan kualitas demokrasi, meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan. BPMPTmenerjemahkan visi Jawa Barat tersebut dengan visi meningkatkan penanaman modal di Jawa Barat.

Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan misi yang menggambarkan kegiatan sesuai tugas dan fungsi BPMPT Provinsi Jawa Barat Adapun misinya adalah meningkatkan koordinasi penanaman modal di Jawa Barat, dan meningkatkan proposionalisme aparatur.BPMPT Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu badan koordinasi promosi dan penanaman modal Provinsi Jawa Barat, BPMPT Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok dan fungsi utama merumuskan kebijakan teknis dan pengendalian di bidang promosi dan kerjasama penanaman modal.Kebijakan promosi dan penanaman modal perlu diarahkan pada investasi yang menimbulkan dampak minimal terhadap lingkungan hidup.Selanjutnya diperlukan peningkatan koordinasi promosi dan penanaman modal diseluruh wilayah pengembangan Jawa Barat melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana, anggaran, kebijakan teknis dan sumber daya manusia.Sejalan dengan itu tujuan yang ingin dicapai oleh BPMPT Provinsi Jawa Barat dalam 5 tahun kedepan adalah meningkatakan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan dan sasaranBPMPT Provinsi Jawa Barat, menjaga eksistensi organisasi dan sebagai instrumen pertanggungjawaban kepada stakeholder mengenai rencana penggunaan sumber daya dalam melaksanankan tugas pokok dan fungsi serta menjabarkan RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2013 – 2018 agar menjadi lebih optimal untuk mencapai target-target indikator kinerja yang telah ditetapkan khususnya mengenai pelayanan dan peningkatan promosi dan penanaman modal di Jawa Barat.
Sasaran promosi dan penanaman modal adalah pengusaha dalam dan luar negeri. Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat pelayanan BPMPT  Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan koordinasi promosi dan penanaman modal adalah calon investor sebagai berikut :

1. Pengusaha Nasional

2. Pengusaha Asing 

Melihatakankebutuhan tersebut,permintaan pelayanan jasa harusselalu ditingkatkanbaik dari segi kualitasnya ataupun dari  segi kuantitasnya,sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima.
Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan investor dalam berbagai aspek usaha maka investorpun menginginkan terselenggaranya pelayanan jasa yang prima. Pelayanan jasa yang prima menerapkan asas-asas yang baik yaitu transparans, efektif dan  efisien.Disamping itu perlu pula menerapkan prinsip-prinsipkejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab,kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan dan kenyamanan lingkungan pelayanan serta program-program yang membangkitkan gairah investor.
Pembangunan bidang promosi dan penanaman modal daerah pada hakekatnya adalah pembangunan di bidang ekonomi, yang fokus sasarannya adalah peningkatan investasi dan penciptaan iklim usaha yang kondusif yaitu dengan sasarannya adalah meningkatnya jumlah kebijakan investasi, meningkatnya kepastian dan ketepatan pelayanan dan perizinan, serta meningkatnya peluang investasi di Jawa Barat. 

Sasaran promosi dan penanaman modal adalah pengusaha dalam dan luar negeri. Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas BPMPT Provinsi Jawa Barat pelayanan BPMPT  Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan koordinasi promosi dan penanaman modal adalah calon investor dan investor yaitu pengusaha nasional dan pengusaha asing.
Dalam hal kaitannya dengan pelanggan/investor/calon investor, makapelayanan tidak ada artinya tanpa kualitas pelayanan pelanggan, karena pelangganlahyang menentukan kehidupan masa depan suatu pelayanan. Salah satu indikator pelayanan prima adalah tercapainya kualitas pelayanan pelanggannya. Oleh karenaitu Pelayanan BPMPT  harus mampu menciptakan kualitas pelayanan bagi pelanggannya.
Berikut ini merupakan hasil dari penelitian pendahuluan mengenai kepuasan pelangganBPMPT Provinsi Jawa Barat yang didapatkan oleh peneliti :

Tabel 1.1
Penelitian Pendahuluan Mengenai Kepuasan Pelanggan
	No
	Materi Pertanyaan
	Setuju
	Ragu Ragu
	Tidak Setuju
	Total
	Total Selisih
	Gap

	1
	Pegawai BKPPMD memberikan kinerja sesuai yang diharapkan
	55%
	20%
	25%
	100 %
	45%
	55%

	2
	Akan menggunakan jasa informasi yang biasa dilakukan
	45%
	24%
	31%
	100 %
	55%
	45%

	3
	Jasa yang diberikan telah sesuai dengan harapan
	50%
	21%
	29%
	100 %
	50%
	50%

	4
	Akan menjelaskan manfaat jasa informasi BKPPMD kepada orang lain
	43%
	19%
	38%
	100 %
	57%
	43%


Sumber : Penelitian Pendahuluan, 2015
Tabel 1.3 menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan BPMPT  cenderung belum sepenuhnya puas. Hal ini ditunjukan dengan total selisih yang berada di atas 50%, dimana pelanggan tidak akan menggunakan jasa informasi yang biasa dilakukan dengan selisih sebesar 55% dan tidak akan menjelaskan manfaat jasa informasi BPMPT  kepada orang laindengan selisih sebesar 57%.
Haskett (2006:201) menyatakan jika pelanggan merasa puas, maka diharapkan mereka tidak akan beralih ke perusahaan lain tetapi akan tetap menjadi pelanggan yang loyal kepada perusahaan. Disamping itu pelanggan akan cenderung melakukan word of mouth communication (rekomendasi atau saran dari orang lain) kepada relasi-relasi terdekatnya, agar mereka melakukan hal yang sama dengan dirinya. Namun sebaliknya jika pelanggan merasa tidak puas maka pelanggan akan melakukan pembelian yang akan memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapannya. 
Berdasarkan hasil pra survei mengenai nilai yang dirasakan oleh pelanggan juga dapat ditunjukkan dalam Tabel 1.2 di bawah ini 

Tabel 1.2
Penelitian Pendahuluan Mengenai Nilai Pelanggan
	No
	Materi Pertanyaan
	Setuju
	Ragu Ragu
	Tidak Setuju
	Total
	Total Selisih
	Gap

	1
	Korbanan yang diberikan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan
	20%
	30%
	50%
	100 %
	80%
	20%

	2
	Merasakan kenyamanan terhadap pelayanan yang diberikan
	35%
	15%
	50%
	100 %
	65%
	35%

	3
	Layanan pegawai memberikan manfaat bagi pelanggan
	22%
	27%
	51%
	100 %
	78%
	22%


Sumber : Penelitian Pendahuluan, 2015
Tabel 1.2 menunjukkan bahwa nilai yang diterima pelanggan BPMPT lebih besar korbanan dibandingkan dengan manfaat yang diterima. Hal ini ditunjukan dengan total selisih yang berada di atas 50%, dimana korbanan yang diberikan kurang sesuai dengan regulasi yang ditetapkan dengan selisih 80% dan layanan pegawai kurang memberikan manfaat bagi pelanggandengan total selisih 78%. 
Pelanggan yang mengalami kegagalan pelayanan yang diterimanya, cenderung akan memberikan informasi yang negatif kepada orang lain terhadap jasa tersebut (Matilda, 2011:205). Informasi negatif mengenai suatu perusahaan akan berdampak pada citra perusahaan tersebut dimata pelanggan. Peningkatan kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan dimungkinkan dapat mengurangi kegagalan pelayanan dan memberikan kepuasan (Matilda, 2011). Bila hal tersebut dapat diwujudkan maka pelanggan senantiasa akan mengkonsumsi dan berperilaku positif terhadap jasa tersebut, sikap demikian mengidikasikan loyalitas pelanggan. 

Berdasarkan hasil pra survei pendahuluan dengan 30 pelanggan  BPMPT  mengenai kualitas pelayanan yang meliputi bukti fisik (tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap (responsifeness), jaminan (assurance), dan empati (emphaty). Berikut ini merupakan hasil dari penelitian pendahuluan mengenai kualitas pelayanan yang didapatkan oleh peneliti :

Tabel 1.3
Penelitian Pendahuluan Mengenai Kualitas Pelayanan

	No
	Materi Pertanyaan
	Setuju
	Ragu Ragu
	Tidak Setuju
	Total
	Total Selisih
	Gap

	1
	Pegawai BKPPMD mampu memberikan informasi program/produk layanan
	35%
	10%
	55%
	100 %
	65%
	35%

	2
	Prosedur pelayanan sederhana
	34%
	7%
	59%
	100 %
	66%
	34%

	3
	Pegawai bersikap ramah dalam bertugas
	50%
	15%
	35%
	100 %
	50%
	50%

	4
	Perhatian pegawai terhadap permasalahan konsumen
	27%
	20%
	53%
	100 %
	73%
	27%

	5
	Kenyamanan ruangan tunggu, ruang pelayanan dan lingkungan layanan
	20%
	13%
	67%
	100 %
	80%
	20%


Sumber : Penelitian Pendahuluan, 2015
Berdasarkan hasil pra survei pendahuluan mengenai kualitas pelayanan terlihat bahwa 80% menilai bahwaruang tunggu, parkir, loket layanan dirasakan masih kurang nyaman dan kurang memadai, 73% menilai kurangnya perhatian pegawai terhadap permasalahan konsumen dan66% menyatakan prosedur pelayanan yang diterapkan berbelit-belit. Hal ini menggambarkan bahwa kualitas pelayanan di BPMPT masih kurang baik.
Kualitas layanan merupakan  salah satu pembeda. Dalam perkembangannya kualitas layanan juga mengalami persaingan yang sangat ketat. Layanan yang berkualitas sangat dibutuhkan terutama di pelayanan publik, mengingat pelanggan yang mempunyai ekspektasi yang selalu ingin dipenuhi dan dipuaskan sehingga dapat membuat pelanggan akan mengkonsumsi jasa tersebut. Pelanggan selalu mengharapkan untuk mendapatkan layanan yang maksimal dari para penyedia jasa dalam hal ingin diperlakukan secara professional, dan diperlakukan sebagai individu yang unik.
Dari uraian sebelumnya tentang hal-hal yang dapat mempengaruhi kepuasan konsumen maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang“Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Nilai Pelanggan Serta Implikasinya Terhadap Kepuasan Pelanggan” (Studi Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat).
1.2.Identifikasi dan RumusanMasalah
Dalam sub bab ini penulis akan membuat identifikasi masalah dan rumusan masalah mengenai variabel kualitas layanan, nilai pelanggan dan kepuasan pelanggan. Dimana terdapat fenomena-fenomena masalah dalam tiga variabel tersebut.Penulis meneliti fenomena tersebut dan membuat identifikasi masalahnya serta merumuskan masalah-masalah tersebut.

1.2.1 Identifikasi Masalah
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT)Provinsi Jawa Barat memiliki visi meningkatkan penanaman modal di Jawa Barat, untuk mencapai hal tersebut dalam memberikan pelayanan jasa yang baik kepada investor nasional maupun internasional,memerlukan penanganan yang optimal dalam memberikan pelayanan jasa, hal tersebut dapat terwujud apabila dapat menghadirkan pelayanan yang memuaskan,kepuasan investordiprediksi akan tinggi bila pelayanannya berkinerjatinggi. Prinsip-prinsip  pelayanan prima yang ditetapkan oleh pemerintah adalah kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan dan kenyamanan lingkungan pelayanan. Apabila dilihat dari tingkat ideal yang diharapkan dari pelayanan yang diberikan badan koordinasi promosi dan penanaman modal Provinsi Jawa Barat ternyata masih banyak yang perlu dibenahi terkait dengan pelayanan yang diberikan selama ini,ada beberapa pelayanan di BPMPT Provinsi Jawa Barat yang prosentase kepuasannya masih rendah,yaitu masih lamanya dalam memberikan jawaban atas permintaan yang diajukan,dan birokrasi yang kurang fleksibel, sehingga diperkirakan dapat mempengaruhi keputusan pelanggan dalam menentukan pilihan.Untuk itu diperlukan penanganan yang lebih baik terhadap customer, yaitudengan cara memberikan suatu  pelayanan yang dapat mengerti keinginan dari pelanggan,pelayanan yang ramah serta prosedur yang cepat, dan memerlukan suatu solusi agar diperolehkinerja yang meningkat. Kemampuan instansi untuk memformulasikan kebutuhan pelanggan berdasarkan suara dari pelanggannya akan menghasilkan produk jasa yang unggul sesuai dengan harapan dari konsumennya. Konsumen berhak untuk menilai kualitas jasa yang diterimanya dengan membandingkan apa yang diterima dan yang diharapkan.
Suatu pelayanan yang dapat memenuhi lebih dari harapan pelanggannya maka akan  memuaskan pelanggannya dan pelanggan yang merasakan manfaat yang besar dari suatu pelayanan dikatakan pula mempunyai nilai pelanggan yang tinggi. Nilai pelanggan adalah selisih antara manfaat yang dirasakan konsumen dengan biaya yang harus dikeluarkannnya. BPMPT Provinsi Jawa Barat memberikan pelayanan informasi, perijinanmengenai produk-produk yang ada di BPMPT, sehingga diprediksi konsumen akan merasakan nilai pelanggan yang tinggi. Namun demikian terdapat prosentase kepuasan yang masih rendah atas kinerja petugas mengenai kejelasan dan ketepatan informasi dan perijinan yang diberikan. Hal ini berarti manfaat yang dirasakan konsumen masih perlu ditingkatkan lagi.  
Untuk tumbuh dan berkembang suatu perusahaan diharapkan memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi  faktor-faktor kunci yang berkaitan dengan kepuasan pelanggannya. Oleh karena itu kemampuan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Baratuntuk memberikan pelayanan publik yang prima yaitu pelayanan yang berkinerja tinggi perlu diupayakan. Komponen pelayanan jasa yang diprediksi saling berkaitan dalam memberikan kontribusi pada kepuasan konsumennya adalah kualitas pelayanan. Prosentase kepuasan yang masih rendah diatas menunjukkan bahwa Kualitas pelayananmemerlukan peningkatan agar kepuasan pelanggannya lebih meningkat.
1. Pegawai BPMPTkadang kurang mampu memberikan informasi program/produk layanan dengan baik.

2. Prosedur pelayanan yang diterapkan berbelit-belit.

3. Pegawai kadang kurang bersikap ramah dalam bertugas.

4. Kurangnya perhatian pegawai terhadap permasalahan konsumen.
5. Ruang tunggu, parkir dan loket layanan dirasakan kurang nyaman dan kurang memadai.

6. Korbanan yang diberikan kurang sesuai dengan regulasi yang ditetapkan.

7. Jasa yang diberikan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan.

8. Pegawai BPMPTkurang memberikan kinerja sesuai yang diharapkan.
1.2.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan identifikasi yang telah dikemukakan diatas, maka dirumuskanlah masalah yang akan diteliti.Penelitian dilakukan untuk melihat dan mempelajari pengaruhkualitas layananterhadap nilai pelanggan serta implikasinya terhadapkepuasan pelanggan maka penelitian diarahkan untuk menjawab pertanyaan berikut : 
1. Bagaimana kualitas layanan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat.
2. Bagaimananilai pelanggan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat.
3. Bagaimanakepuasan pelanggan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat.
4. Seberapa besar pengaruh kualitas layanan terhadap nilai pelanggan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Baratbaik secara parsial maupun simultan.
5. Seberapa besar pengaruh nilai pelanggan terhadap kepuasan pelanggan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat.
1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui :

1. Kualitas  layanan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat.

2. Nilai  pelanggan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat.

3. Kepuasan  pelanggan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat.

4. Besarnya pengaruh kualitas layanan terhadap nilai pelanggan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Baratbaik secara parsial maupu simultan.

5. Besarnya pengaruh nilai pelanggan terhadap kepuasan pelanggan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat.

1.4.ManfaatPenelitian
Penelitian ini ditujukan untuk memberikan manfaat secarateoritis dan.Praktis
1.4.1  Manfaat Teoritis
1. Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, dalam melakukan penelitian akan bergunabagi pengembangan ilmu manajemen pemasaran jasa dan dapat lebih memahami masalah yang timbul secara objektif, ilmiah dan rasional tentangkualitas layanan, nilai pelanggan dan kepuasan pelanggan pada instansi pemerintahan yang melayani pelayanan publik, dalam rangka memberikan jasa layanan teknis, sebagai sarana dalam pencapaian pelayanan prima.

2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi peneliti lain yang berminat melakukan penelitian lanjutan.

1.4.2Manfaat Praktis

Adapun mafaat praktis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Dalam memberikan jasa layanan  teknis bagi masyarakat investor, dimensi kualitas layanan sangat penting dalam memberikan layanan yang optimal bagi pelanggan, sehingga  diharapkan dapat memberikan bahanmasukanbagiBadan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT)Provinsi Jawa Baratuntukmeningkatkankualitas pelayanan, nilai pelanggan dan kepuasan pengguna jasa layanan BPMPT.
2. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT)Provinsi Jawa Baratdengan melibatkan masyarakat terlibat secara aktif dalam mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik.
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